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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen dari penelitian ini, disimpulkan 

bahwa yang memiliki kontribusi tertinggi untuk Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Kupang adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ada juga 

pajak-pajak lain yang memiliki kontribusi tertinggi kedua untuk Pendapatan Asli 

Daerah di Kabupaten Kupang yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Dan 

Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 

Bangunan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Selain itu yang 

memilki kontribusi ketiga dari pajak-pajak diatas adalah pajak Restoran dan Pajak 

Reklame meskipun memiliki kontribusi yang rendah namun masih ada 

kemungkinan untuk meningkatkan  pendapatan penerimaan kedua pajak ini. Yang 

paling terakhir adalah pajak yang memiliki kontribusi paling rendah yaitu pajak 

Hiburan, ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah di Kapupaten 

Kupang dalam upaya peningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Kupang. 

6.2 Saran 

Saran penelitian ini adalah: 

1. Pemerintah Daerah Kab. Kupang perlu untuk meningkatkan terus potensi 

penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah 

akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kupang. 

2. Pemerintah daerah diharapkan lebih sering memberikan penyuluhan mengenai  
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pajak daerah kepada masyarakat, sistem pendekatan yang baik, manajemen 

yang teratur serta memberikan penghargaan kepada pembayar pajak, agar 

keinginan dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat didorong 

oleh pemahaman mereka akan arti pentingnya pajak daerah dalam peningkatan 

PAD. 
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